
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.613, 2019 KEMENKEU. Kawasan Perdagangan Bebas. 
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

    NOMOR  84/PMK.04/2019     

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 47/PMK.04/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN 

PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN 

SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS  

DAN PEMBEBASAN CUKAI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

  

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata laksana pemasukan dan 

pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah 

ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas dan pembebasan cukai telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan 

Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah 

Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata 

Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 

Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan 
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Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan 

Pembebasan Cukai; 

b. bahwa untuk lebih mendorong kegiatan perdagangan dan 

industri nasional, memperkuat daya saing perusahaan 

dan meningkatkan investasi, serta lebih memberikan 

kepastian hukum, perlu melakukan penyempurnaan 

terhadap ketentuan mengenai tata laksana pemasukan 

dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah 

ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas dan pembebasan cukai; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), 

Pasal 7 ayat (6), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (4),   

Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15  ayat (4),  

Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), 

Pasal 22 ayat (8), Pasal 24 ayat (3), Pasal 26  ayat (3), 

Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31  ayat (3), 

Pasal 32 ayat (3), Pasal 36 ayat (7), dan Pasal 37 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata 

Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 

serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana 

Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 

Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan 

Pembebasan Cukai; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 
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tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3996) sebagaimana telah 

diubah  dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi 

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4775); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata 

Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 

serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5277); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 

tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran 

Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan 

Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 331) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
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Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata 

Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 

Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan 

Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 114); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

47/PMK.04/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN 

DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG 

TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN 

BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan 

dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah 

Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 331) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

120/PMK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana 

Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan 

yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas 

dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 59 disisipkan 1 (satu) 

ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 59 

(1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dan 

pajak dalam rangka pemasukan barang dari luar 
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Daerah Pabean ke Kawasan Bebas adalah nilai 

transaksi dari barang yang bersangkutan. 

(2) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dan 

pajak dalam rangka pemasukan barang ke Kawasan 

Bebas dari Kawasan Bebas lain, TPB, atau Kawasan 

Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas adalah nilai 

pabean pada saat barang asal luar Daerah Pabean 

dimasukkan ke Kawasan Bebas lain, TPB, atau 

Kawasan Ekonomi Khusus. 

(3) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dan 

Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka 

pengeluaran barang dari Kawasan Bebas adalah 

nilai pabean pada saat barang asal luar Daerah 

Pabean dimasukkan ke Kawasan Bebas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

(3a) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dan 

Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka 

pengeluaran barang hasil produksi Kawasan Bebas, 

dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah 

Pabean yaitu nilai pabean sesuai dengan harga jual 

pada saat pengeluaran barang hasil produksi 

Kawasan Bebas, dari Kawasan Bebas ke tempat lain 

dalam Daerah Pabean. 

(4) Dalam hal nilai pabean sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai 

transaksi, nilai pabean ditentukan secara hierarki 

berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai 

transaksi barang serupa, metode deduksi, metode 

komputasi, atau tata cara yang wajar dan konsisten. 

(5) Ketentuan mengenai tata cara penghitungan nilai 

pabean dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai penetapan nilai pabean. 
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